Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA : BAGIAN PENDIDIKAN & PENELITIAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama . ARI SUBAGIO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 224395
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/50 m2 di KARANGANYAR,
HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

2. Tanah Seluas 100 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp.
95.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/54 m2 di KARANGANYAR,
HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOTOR, PIAGGIO SCOOTER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000

2. MOTOR, PIAGGIO SCOOTER Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

3.  MOBIL, HONDA STREAM MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI
Rp. 80.000.000

4. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.

105.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp.
F. HARTA LAINNYA Rp.
Sub Total Rp.

lll. HUTANG Rp.

490.000.000

212.000.000

9.496.200

4.119.314

715.615.514
120.616.000
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IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-111) Rp. 594.999.514

Catatan:

/i

w

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 13 Maret 2020.
. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA : BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN
. DATA PRIBADI
1. Nama : BUDI IRIANTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 222907
IIl. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.439.680.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/225 m2 di KOTA
SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 839.680.000
2. Tanah Seluas 3785 m2 di KLATEN, WARISAN Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 134 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 304.000.000
1. MOBIL, HONDA HR-V RU1 1.5 E CVT CK MPNP Tahun 2016,
HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 7.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000
5. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000
6. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 39.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 460.000.000
SURAT BERHARGA Rp. -
KAS DAN SETARA KAS Rp. 47.163.384
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F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 2.250.843.384

I1l. HUTANG Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.250.843.384
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 3 Maret 2020.
. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA : BIDANG ANGGARAN & PERBENDAHARAAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : WIDO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 221337
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 888.000.000
1. Tanah Seluas 296 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp.
888.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 68.500.000
1. MOBIL, TOYOTA COROLLA SEDAN Tahun 1993, HASIL SENDIRI
Rp. 37.500.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 5.500.000
4. MOTOR, VESPA SEPEDA MOTOR Tahun 1985, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000
5. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
14.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.518.350.000
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.246.365.811
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 4.721.215.811
. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 4.721.215.811
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id.
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Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan
sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh
Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang
bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara
Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 3 Maret 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA : BIDANG PELAYANAN MEDIS
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HARSINI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 209489
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.010.000.000

1. Tanah Seluas 397 m2 di SUKOHARJO, HIBAH DENGAN AKTA Rp.
60.000.000

2. Tanah Seluas 2550 m2 di SUKOHARJO, HIBAH DENGAN AKTA
Rp. 110.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 530 m2/130 m2 di KARANGANYAR,
HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000

4. Tanah Seluas 1592 m2 di SUKOHARJO, HIBAH DENGAN AKTA
Rp. 180.000.000

5.  Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/140 m2 di KARANGANYAR,
HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/200 m2 di KARANGANYAR,
HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

7. Tanah Seluas 4240 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000

8. Tanah Seluas 1102 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000

9. Tanah Seluas 2008 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp.
175.000.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 695 m2/100 m2 di KARANGANYAR,
HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
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11. Tanah Seluas 1104 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp.
160.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 460.000.000
1. MOBIL, HONDA CITY SEDAN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER FORTUNER 2,4 VRZ 4X2 AIT
Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 230.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 175.683.596

F. HARTA LAINNYA Rp. o

Sub Total Rp. 2.875.683.596

. HUTANG Rp. 820.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.055.683.596
Catatan:

1.

w

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 9 Maret 2020.
. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2019

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA : BAGIAN SEKRETARIAT
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HENDRAJANA
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 212734
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/84.1 m2 di KOTA
SURAKARTA , WARISAN Rp. 490.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 120.000.000

2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000

3. MOTOR, YAMAHA V-IXION SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 12.000.000

4. MOBIL, DAIHATSU SIRION Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA

SURAT BERHARGA

KAS DAN SETARA KAS

nmm o 0

HARTA LAINNYA

Sub Total

. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

490.000.000

266.000.000

62.600.000

273.898.613
1.092.498.613
11.583.600
1.080.915.013

Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
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kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 9 Maret 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA : BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN
. DATA PRIBADI
1. Nama . IDA WITIASATI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK . 224468
IIl. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 14.625.000.000

1. Tanah Seluas 1380 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp.
500.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 1745 m2/100 m2 di BOYOLALI,
WARISAN Rp. 275.000.000

3. Tanah Seluas 4265 m2 di BOYOLALI, WARISAN Rp. 600.000.000

4. Tanah Seluas 4106 m2 di BOYOLALI, HIBAH TANPA AKTA Rp.
500.000.000

5. Tanah Seluas 740 m2 di BOYOLALI, WARISAN Rp. 300.000.000

6. Tanah Seluas 1901 m2 di BOYOLALI, WARISAN Rp. 350.000.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 2410 m2/100 m2 di BOYOLALI,
WARISAN Rp. 500.000.000

8. Tanah Seluas 95 m2 di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp.
800.000.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/100 m2 di KOTA
SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/300 m2 di KOTA
SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.190.200.000

1. LAINNYA, (SEPEDA) SEPEDA GUNUNG Tahun 2011, HASIL

SENDIRI Rp. 2.500.000
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2.  LAINNYA, (SEPEDA) SEPEDA GUNUNG Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000

3. LAINNYA, (SEPEDA) SEPEDA GUNUNG Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 500.000

4. MOBIL, SUZUKI FUTURA PICK UP Tahun 1998, HASIL SENDIRI
Rp. 23.000.000

5. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT JEEP Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 380.000.000

6. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
140.000.000

7. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
380.000.000

8. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

264.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 176.150.000
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.046.088.154
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 17.037.438.154
[ll. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 17.037.438.154
Catatan:

1.

w

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 3 Maret 2020.
. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA : BAGIAN PERENCANAAN
. DATA PRIBADI
1. Nama . IKHWAN HAMZAH
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 217990
IIl. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.698.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1162 m2/388 m2 di KARANGANYAR,
HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000

2. Tanah Seluas 338 m2 di SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp.
110.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 236 m2/70 m2 di KARANGANYAR,
HASIL SENDIRI Rp. 98.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/42 m2 di KOTA SEMARANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 178.000.000

5.  Tanah Seluas 1000 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp.
37.000.000

6. Tanah Seluas 105 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp.
95.000.000

7. Tanah Seluas 242 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp.
210.000.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 284 m2/72 m2 di SRAGEN, HASIL
SENDIRI Rp. 590.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 304.500.000

1. MOBIL, KIA PICANTO MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
55.000.000

2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp.
19.000.000

3. MOTOR, SUZUKI SKYWAVE SEPEDA MOTOR Tahun 2008,
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HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI
Rp. 2.500.000

5.  MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 4.000.000

6. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.5 G A/T Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 122.045.000

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 112.330.776

F. HARTA LAINNYA Rp. 12.333.000

Sub Total Rp. 2.249.208.776

. HUTANG Rp. 200.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.049.208.776
Catatan:

1.

3.
4.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 9 Maret 2020.
Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA : BIDANG AKUNTANSI & VERIFIKASI
. DATA PRIBADI
1. Nama : KATINO ATMOSUWARNO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 210086
IIl. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.879.000.000

1. Tanah Seluas 100 m2 di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

2. Tanah Seluas 74 m2 di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp.
111.000.000

3. Tanah Seluas 370 m2 di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp.
370.000.000

4. Tanah Seluas 120 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000

5.  Tanah Seluas 41 m2 di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp.
61.500.000

6. Tanah Seluas 153 m2 di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp.
153.000.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/140 m2 di KOTA
SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 427.500.000

8. Tanah Seluas 204 m2 di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp.
204.000.000

9. Tanah Seluas 87 m2 di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp.
87.000.000

10. Tanah Seluas 245 m2 di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp.
245.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 259.000.000

1. MOBIL, 1ZUZU PHANTER SUV Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp.
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80.000.000

2.  MOTOR, SUZUKI RODA DUA Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000

3. MOTOR, HONDA SUPRA RODA DUA Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 7.000.000

4. MOTOR, HONDA REVO RODA DUA Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000

5. MOTOR, SUZUKI RODA DUA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000

6. MOBIL, KIA PICANTO SUV Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
75.000.000

7. MOBIL, TOYOTA VIOS LIMO SEDAN Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 85.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 14.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. - |

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 625.502.680

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.778.002.680

. HUTANG Rp. -—--

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-111) Rp. 2.778.002.680
Catatan:

1

3,
4.

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 3 Maret 2020.
Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI
SUB UNIT KERJA : BAGIAN ORGANISASI & KEPEGAWAIAN
. DATA PRIBADI

1. Nama : SLAMET GUNANTO

2. Jabatan : KEPALA BAGIAN

3. NHK 1 222986
IIl. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/45 m2 di SUKOHARJO, HASIL
SENDIRI Rp. 175.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 276 m2/160 m2 di KARANGANYAR,
HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOBIL, HONDA BRIO SATYA MINIBUS Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
10.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
23.800.000
5. MOTOR, HONDA VARIO D1AO2N18M1 Tahun 2019, HADIAH Rp.
19.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

nom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
I1l. HUTANG

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

655.000.000

153.300.000

25.750.000
35.679.223
154.726.644
1.024.455.867
107.000.000
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IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-111) Rp. 917.455.867

Catatan:

/i

w

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 9 Maret 2020.
. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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